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Abstract. This study examines the procedures for admitting prisoners at the Class IIB Blitar Correctional Institution as a crucial stage in the correctional system to ensure legal certainty, administrative efficiency, and the fulfillment of prisoners’ rights. The research aims to describe the implementation of prisoner admission procedures and to identify obstacles encountered in practice. A qualitative descriptive approach was employed using participatory observation, interviews with registration officers, and documentation analysis related to admission records. The findings indicate that the prisoner admission process consists of ten procedural stages, starting from document verification to the calculation of sentence expiration dates, and is implemented in accordance with established operational standards. However, several constraints were identified, including administrative file accumulation, limited human resources, coordination delays with external institutions, and restricted medical facilities. Despite these challenges, the procedures generally function systematically and support orderly correctional administration. This study provides practical implications for improving administrative performance and institutional capacity in correctional facilities, particularly in strengthening efficiency, coordination, and service quality within the prisoner admission process.
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji prosedur penerimaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar sebagai bagian dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia, keamanan, dan rehabilitasi narapidana. Latar belakang kajian didasarkan pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015, yang menekankan registrasi, klasifikasi, dan penempatan awal narapidana secara berperikemanusiaan. Fokus utama adalah mendeskripsikan prosedur penerimaan narapidana secara operasional dan mengidentifikasi kendala di Lapas Kelas IIB Blitar, yang menghadapi tantangan seperti kelebihan kapasitas. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi partisipatif, wawancara dengan pegawai bagian penerimaan narapidana, serta dokumentasi yang berkaitan dengan prosedur seperti Buku Register B dan D, di Sub Bagian Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan. Kesimpulan menunjukkan bahwa prosedur penerimaan narapidana di Lapas Kelas IIB Blitar terdiri dari sepuluh tahapan, mulai dari verifikasi dokumen hingga perhitungan ekspirasi masa pidana, yang selaras dengan teori manajemen POAC untuk efisiensi administratif. Kendala utama meliputi penumpukan berkas, keterbatasan SDM, koordinasi dengan instansi eksternal, dan fasilitas medis terbatas, dengan solusi seperti penambahan pegawai dan digitalisasi. Kajian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis untuk perbaikan sistem pemasyarakatan nasional, mendukung visi Lapas Kelas IIB Blitar dalam menciptakan penegakan hukum yang adil dan manusiawi.
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1. LATAR BELAKANG
Sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah elemen penting dalam pelaksanaan hukum. Tujuannya tidak hanya memberikan hukuman pidana, melainkan juga mendidik serta mengembalikan narapidana agar bisa berkontribusi positif dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya akan disebut sebagai “Lapas”, berfungsi sebagai unit operasional yang berada dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dan memiliki peranan penting dalam proses ini, termasuk dalam tahap penerimaan narapidana. Prosedur penerimaan narapidana terdiri dari pendaftaran, klasifikasi, dan penempatan awal, yang menjadi dasar untuk proses pembinaan selanjutnya. Menurut Kasmanto Rinaldi (2021) Prosedur ini harus dijalankan dengan hati-hati untuk menjamin pemenuhan hak-hak narapidana, menjaga keamanan di dalam Lapas, serta mencegah terjadinya pelanggaran aturan yang dapat mengganggu proses rehabilitasi. 	
Dasar hukum utama yang mengatur prosedur penerimaan narapidana ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terutama pada Pasal 36, dimana isinya menekankan tanggung jawab Lapas untuk melaksanakan registrasi awal secara tepat dan berperikemanusiaan bagi setiap narapidana yang diterima. Pasal tersebut memastikan bahwa narapidana mendapatkan identifikasi yang akurat, termasuk penilaian risiko dan kebutuhan pembinaan, demi mendukung prinsip pemasyarakatan yang berfokus pada hak asasi manusia. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan berfungsi sebagai panduan operasional yang lebih mendetail, dengan mengatur proses seperti pendaftaran identitas, pemeriksaan barang yang dibawa, pengambilan sidik jari, pengambilan foto, serta klasifikasi berdasarkan jenis pelanggaran, umur, dan tingkat risiko. Standar ini ditujukan untuk membangun sistem yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan penjelasan dalam panduan resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai registrasi tahanan/narapidana. 
Penelitian tentang "Prosedur Penerimaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar" didasari oleh keterkaitannya dengan bidang ilmu administrasi negara, terutama dalam konteks pengelolaan lembaga publik seperti Lapas. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme prosedur penerimaan narapidana dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Blitar dan kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Lapas Kelas IIB Blitar termasuk ke dalam salah satu unit pemasyarakatan di Jawa Timur yang menghadapi tantangan unik dalam proses penerimaan narapidana. Tantangan yang dimaksud seperti yang ada pada studi yang dilakukan oleh Kurniawan, I. D., (2024) yaitu integrasi dengan sistem database pemasyarakatan yang mendukung terpenuhinya hak-hak narapidana, seperti akses terhadap pembinaan dan pengawasan. Studi lain yang dilakukan oleh Satrio Pramilo Pamudi (2025) di Lapas yang berbeda mengungkapkan pentingnya pengelompokan tahanan untuk menghindari kepadatan dan menjamin pembinaan yang efisien, walaupun sering kali harus berhadapan dengan masalah seperti kurangnya sumber daya dan ketidakcocokan antara peraturan dan penerapan di lapangan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Tambun, W. S., & Fikri, R. A. (2025) di Lapas Narkotika Langkat mengenai efektivitas standar registrasi menunjukkan bahwa prosedur penerimaan yang kurang baik bisa menimbulkan masalah seperti keterlambatan dalam klasifikasi dan potensi risiko keamanan, yang perlu untuk dikaji lebih jauh dalam konteks Lapas Kelas IIB Blitar.	 	
Persoalan terkait prosedur penerimaan narapidana perlu dikaji karena dapat memengaruhi seluruh tahapan pemasyarakatan. Di tengah kenaikan jumlah narapidana di Indonesia, ketidakberhasilan prosedur ini berisiko menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti tidak tersedianya penilaian risiko yang tepat, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi secara nasional. Maka dari itu, penelitian ini sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan prosedur di Lapas Kelas IIB Blitar serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, demi mendukung perbaikan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini secara spesifik menganalisis prosedur penerimaan narapidana di Lapas Kelas IIB Blitar dengan pendekatan observasi partisipatif, sehingga memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam pada tahap awal pemasyarakatan.
2. KAJIAN TEORITIS
Kajian teoritis dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan normatif dalam menganalisis prosedur penerimaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar. Kerangka teori yang digunakan mencakup konsep prosedur dalam administrasi publik, pengertian narapidana dalam sistem pemasyarakatan, mekanisme prosedur penerimaan narapidana, serta peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis dalam sistem peradilan pidana. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut diperlukan agar analisis terhadap praktik penerimaan narapidana dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengaitkan temuan empiris dengan teori administrasi negara dan manajemen publik.
Prosedur
Menurut Mulyadi (2016), prosedur merupakan rangkaian aktivitas administratif dengan berbagai orang yang terlibat dalam satu atau lebih divisi, yang disusun untuk memastikan penyelesaian yang konsisten atas bisnis yang dilakukan berulang kali. Sedangkan menurut Rasto (2015) dalam buku Manajemen Perkantoran Paradigma Baru, prosedur dapat dipahami sebagai rangkaian langkah-langkah logis di mana semua aktivitas bisnis yang rutin dimulai, dilaksanakan, dipantau, dan diselesaikan. 
Prosedur dalam paradigma baru manajemen perkantoran yang dikemukakan oleh Rasto berkaitan dengan tugas administratif seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini selaras dengan pemikiran George R. Terry dalam jurnal milik Rifaldi dan Nuri (2023) yang menjelaskan bahwa empat prinsip utama manajemen terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), serta pengendalian atau pengawasan (controlling). Keempat prinsip tersebut (POAC) memiliki kaitan yang erat dengan ilmu administrasi negara, karena administrasi negara pada dasarnya merupakan penerapan manajemen dalam konteks organisasi publik untuk mencapai tujuan kebijakan publik dan pelayanan publik.
Narapidana 
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana ialah individu yang sudah dijatuhi pidana dan sedang menjalani waktu hukuman penjara, baik untuk kurun waktu tertentu, seumur hidup, maupun terpidana mati yang menanti pelaksanaan putusan, dan saat ini berada dalam proses pembinaan di Lapas. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menjalani hukuman, tetapi juga sebagai warga binaan yang menjadi sasaran utama proses pembinaan. Menurut Rahmat & Daniswara (2021) Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pembinaan yang bertujuan mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana agar mampu kembali berperan secara positif di tengah masyarakat. 
Berdasarkan Putri & Triana (2020) dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, narapidana dipandang sebagai warga binaan yang harus diperlakukan secara manusiawi dan diarahkan untuk mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Proses pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan menitikberatkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana mampu kembali hidup bermasyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Selain itu, Harahap (2022) menjelaskan narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk hak memperoleh pembinaan, pendidikan, serta pengembangan keterampilan. Hal ini berlaku pula bagi narapidana anak, yang membutuhkan perlakuan khusus agar proses pemasyarakatan tidak menghambat tumbuh kembang dan masa depannya. Melalui berbagai program pembinaan dan kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan, narapidana diharapkan dapat diberdayakan secara sosial dan ekonomi. Menurut Anyaq et al., (2022) kegiatan tersebut berfungsi sebagai sarana pembentukan kemandirian, tanggung jawab, serta kesiapan narapidana untuk beradaptasi kembali di lingkungan sosial setelah bebas.
Prosedur Penerimaan Narapidana
Menurut Sihombing (2022) Prosedur penerimaan narapidana merupakan rangkaian tahapan administratif dan teknis yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sejak terpidana pertama kali diserahkan oleh aparat penegak hukum hingga resmi tercatat sebagai warga binaan pemasyarakatan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status hukum, identitas, serta kelengkapan dokumen narapidana sebagai dasar pelaksanaan pembinaan selanjutny. Dalam proses penerimaan, kegiatan registrasi menjadi tahap awal yang sangat krusial karena berfungsi untuk mencatat data pribadi, perkara pidana, masa pidana, serta dokumen hukum lainnya secara akurat dan sistematis. Ketepatan dalam registrasi akan menentukan validitas data narapidana dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.
Situmorang (2021) menjelaskan bahwa selain registrasi, prosedur penerimaan narapidana juga mencakup proses penggolongan atau klasifikasi narapidana. Penggolongan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis tindak pidana, lama pidana, tingkat risiko, usia, serta kondisi khusus lainnya. Klasifikasi ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan serta memastikan bahwa program pembinaan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing narapidana.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015, terdapat 10 tahapan prosedur penerimaan narapidana, yaitu:
1. Petugas registrasi memeriksa kembali keaslian surat keputusan, surat penetapan, atau surat perintah, serta memastikan kecocokan data dengan narapidana yang dibawa.
2. Mencatat data diri narapidana di Buku Register B.
3. Melakukan pengecekan ulang terhadap barang bawaan narapidana dan mencatatnya dalam Buku Register D, kemudian memberi label pada barang tersebut berisi nama pemilik dan informasi lainnya.
4. Barang berharga atau perhiasan bernilai tinggi dicatat dalam Buku Register D, lalu disimpan di brandkast  atau lemari besi.
5. Mengambil sidik jari narapidana, yaitu sepuluh jari (kiri dan kanan) pada kartu daktiloskopi serta teraan tiga jari kiri pada surat keputusan sesuai ketentuan.
6. Melakukan pemotretan narapidana.
7. Menginstruksikan pemeriksaan kesehatan narapidana oleh dokter atau tenaga medis Lapas.
8. Setelah pemeriksaan, petugas kesehatan menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan.
9. Melakukan penandatanganan berita acara serah terima terpidana antara petugas pendaftaran dan petugas pengantar.
10. Menentukan atau menghitung tanggal berakhirnya masa pidana (tanggal ekspirasi) narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas ditetapkan sebagai instansi/lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan bagi Narapidana. Fungsi utamanya meliputi pembinaan (seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan spiritual), keamanan, pelayanan medis, dan pengawasan guna menghindari pelanggaran. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Lapas merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana yang memiliki tugas menjalankan penegakan hukum dalam pengelolaan tahanan, anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Regulasi seperti Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan tanggung jawab Lapas dalam memberikan layanan dasar yang layak.
Menurut Saputra (2020) lembaga pemasyarakatan merupakan institusi pelaksana pidana yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi terpidana yang menjalani hukuman pidana penjara. Keberadaan lembaga pemasyarakatan tidak hanya dimaknai sebagai sarana pelaksanaan hukuman, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan yang bertujuan membentuk kembali perilaku narapidana agar sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku. Menurut Mufti & Riyanto (2023), dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Melalui berbagai program pembinaan kepribadian, kemandirian, serta pembekalan keterampilan, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menekan angka residivisme dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat setelah masa pidananya berakhir.
Namun demikian, Saputra & Isnawati (2022) menjelaskan pelaksanaan fungsi pembinaan di lembaga pemasyarakatan sering menghadapi tantangan struktural, salah satunya adalah kondisi kelebihan kapasitas (overcrowding). Overcrowding berdampak pada efektivitas pembinaan, kualitas layanan, serta pemenuhan hak-hak narapidana, sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif. Aswar & Yasin (2021) menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan juga dituntut untuk menerapkan pendekatan pembinaan yang adaptif terhadap karakteristik warga binaan, termasuk narapidana lanjut usia dan kelompok rentan lainnya. Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia memerlukan perlakuan khusus yang mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan kebutuhan sosial mereka agar tujuan pemasyarakatan tetap dapat tercapai secara manusiawi.
Selain itu, berdasarkan Suandika & Wirasatya (2021) lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan secara menyeluruh terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan berlandaskan prinsip pemasyarakatan, yaitu perlakuan yang berorientasi pada pembinaan, pengayoman, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat penahanan, melainkan sarana pembinaan yang berkelanjutan untuk mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup WBP.
3. METODE PENELITIAN
Metode yang diterapkan mengadopsi pendekatan observasi partisipatif, di mana peneliti berperan aktif dan terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari di Lapas Kelas IIB Blitar, terutama pada Sub Bagian Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas). Pendekatan tersebut dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prosedur penerimaan narapidana melalui pengalaman langsung, sembari membantu kegiatan administratif sehari-hari. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang saling melengkapi untuk menjamin ketepatan dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan fokus kajian, yaitu deskripsi prosedur penerimaan narapidana serta pengidentifikasian kendala. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Observasi dimulai dengan mendapatkan izin resmi dari Kepala Lapas Kelas IIB Blitar melalui surat disposisi. Izin tersebut memungkinkan akses ke berbagai seksi, terutama Subsi Registrasi dan Bimkemas. Observasi dilakukan dengan fokus pada proses penerimaan narapidana. Observasi juga mencakup kegiatan rutin seperti apel pagi, pengajian setiap hari Senin, serta pengamatan terhadap proses kunjungan keluarga untuk memahami secara utuh bagaimana operasional Lapas berjalan. Durasi observasi berlangsung sekitar satu bulan, yang menghasilkan catatan yang mendukung penjelasan prosedur serta identifikasi permasalahan.
Pada metode wawancara informan utama adalah pegawai bagian penerimaan narapidana (registrasi narapidana) di Subsi Registrasi dan Bimkemas. Wawancara dilaksanakan di Ruang Registrasi dan Bimkemas. Wawancara dilakukan berdasarkan fokus kajian yang mencakup alur proses registrasi, dokumen yang diperlukan dan kendala yang dihadapi selama proses penerimaan narapidana. Wawancara ini juga membahas tentang dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015. Wawancara direkam dengan izin informan dan ditranskrip secara verbatim.
Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam tahap ini, peneliti menghimpun berbagai dokumen pendukung, antara lain Buku Register B (untuk narapidana), Register D (penitipan barang), salinan putusan pengadilan, Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-17), serta Berita Acara Serah Terima Narapidana. Data statistik, seperti rekapan tahanan dan narapidana dari 1 September hingga 13 Oktober 2025, yang menunjukkan peningkatan penerimaan dan kelebihan kapasitas. Identifikasi dokumen melibatkan klasifikasi berdasarkan relevansi, seperti membandingkan prosedur aktual dengan regulasi. Hasil dokumentasi mendukung deskripsi prosedur, seperti verifikasi dokumen.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar selama periode 16 September hingga 11 Oktober 2025, dengan fokus pada Sub Bagian Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara dengan petugas registrasi, serta studi dokumentasi terhadap arsip administrasi penerimaan narapidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan prosedur penerimaan narapidana serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktiknya. 
Prosedur Penerimaan Narapidana
Prosedur penerimaan narapidana di Lapas Kelas IIB Blitar dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Prosedur ini terdiri dari sepuluh tahapan yang dilaksanakan secara berurutan guna menjamin kepastian hukum, keamanan, serta pemenuhan hak narapidana sejak awal masa pidana.
Tahapan pertama melibatkan verifikasi keaslian dokumen, di mana petugas registrasi memeriksa surat keputusan, surat penetapan, atau surat perintah dari instansi eksternal seperti pengadilan atau kejaksaan, serta mencocokkan data dengan identitas narapidana yang dibawa. Proses ini penting untuk menghindari kesalahan identifikasi dan memastikan kepastian hukum, dengan integrasi langsung ke Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) untuk pencatatan digital. Selanjutnya, tahap kedua adalah pencatatan data narapidana ke dalam Buku Register B, yang mencakup informasi identitas lengkap seperti nama, umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana. Buku ini berfungsi sebagai arsip manual yang melengkapi SDP, memungkinkan pelacakan cepat untuk keperluan pembinaan.
Tahap ketiga dan keempat berfokus pada pemeriksaan barang bawaan, di mana barang-barang dicatat dalam Buku Register D dan diberi label pemilik, sementara barang berharga disimpan di brankas untuk menjamin keamanan dan mencegah pencurian. Observasi menunjukkan bahwa proses ini sering kali memerlukan koordinasi dengan petugas keamanan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang lolos. Tahap kelima dan keenam melibatkan pengambilan sidik jari serta pemotretan narapidana, yang digunakan untuk identifikasi biometrik dan klasifikasi berdasarkan usia, jenis kelamin, serta tingkat risiko, sesuai standar klasifikasi untuk mencegah konflik internal di Lapas.
Tahap ketujuh hingga kesembilan berkaitan dengan aspek kesehatan dan administrasi akhir: pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau tenaga medis Lapas, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan, dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara petugas registrasi dan petugas pengantar. Pemeriksaan kesehatan mencakup skrining dasar untuk mendeteksi penyakit menular atau kondisi khusus, dengan hasil dicatat secara berjenjang untuk akuntabilitas. Akhirnya, tahap kesepuluh adalah perhitungan tanggal ekspirasi masa pidana menggunakan kalender Telraam, yang mengonversi hukuman dalam tahun, bulan, dan hari menjadi tanggal pasti, dengan mempertimbangkan masa tahanan sementara dan potensi remisi. Hasil perhitungan ini menjadi dasar untuk pemantauan hak narapidana seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat.
Secara teoritis, prosedur ini selaras dengan prinsip manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry (1958, seperti dikutip dalam Rifaldi & Nuri, 2023). Fungsi planning tercermin dalam persiapan dokumen standar dan integrasi SDP untuk perencanaan pembinaan; organizing melalui pembagian tugas berjenjang antar petugas registrasi, medis, dan keamanan; actuating dalam pelaksanaan verifikasi manual dan digital yang memotivasi efisiensi; serta controlling melalui validasi akhir dan pengawasan berjenjang untuk menghindari kesalahan administratif. Selain itu, prosedur ini mendukung konsep prosedur administratif menurut Mulyadi (2016), yang menekankan rangkaian aktivitas konsisten untuk efisiensi, serta Rasto (2015) yang memandang prosedur sebagai langkah logis untuk penyelesaian tugas rutin. Penerapan ini tidak hanya memastikan efisiensi administratif tetapi juga mendukung tujuan rehabilitasi yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menjamin identifikasi akurat, penilaian risiko, dan kebutuhan pembinaan.
Kendala
Meskipun prosedur berjalan secara sistematis, pelaksanaannya di Lapas Kelas IIB Blitar menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efisiensi. Pertama, penumpukan berkas administrasi, terutama menjelang hari raya, akibat peningkatan jumlah narapidana baru yang mencapai puncak pada periode tersebut, sebagaimana diamati dari rekapan data September-Oktober 2025 yang menunjukkan overcapacity hingga melebihi kapasitas ideal Lapas. Hal ini menyebabkan keterlambatan verifikasi manual dan input SDP, berpotensi mengganggu pemenuhan hak seperti remisi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dengan hanya dua petugas registrasi di antara 105 pegawai total (ditambah 5 personel BKO), yang sering kali memerlukan lembur untuk menangani lonjakan, sejalan dengan temuan Kurniawan (2024) tentang tantangan SDM dalam klasifikasi narapidana di Lapas serupa.
Kendala ketiga adalah koordinasi dengan instansi eksternal, khususnya Pengadilan Tipikor Surabaya untuk kasus korupsi, di mana keterlambatan pengiriman berkas dapat menghambat proses penerimaan karena jarak yang cukup jauh. Keempat, fasilitas medis terbatas, di mana klinik Lapas hanya mampu menangani pemeriksaan dasar dan harus mengembalikan narapidana dengan kondisi serius seperti penyakit jantung ke instansi asal, yang bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan berperikemanusiaan. Kendala-kendala ini, jika tidak diatasi, dapat menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi nasional.
Untuk mengatasi kendala tersebut, diusulkan solusi seperti penambahan SDM melalui rekrutmen atau alokasi dari Kanwil Kemenimipas Jawa Timur, peningkatan koordinasi digital dengan portal berbagi dokumen untuk instansi eksternal, dan upgrade fasilitas medis melalui kerjasama dengan rumah sakit lokal. Selain itu, implementasi prioritas berkas pada periode puncak dan pelatihan SDM untuk penggunaan SDP lebih optimal dapat meningkatkan efisiensi. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya pemahaman penerapan POAC dalam administrasi pemasyarakatan, serta praktis untuk reformasi kebijakan nasional, mendukung visi Lapas Kelas IIB Blitar dalam menciptakan penegakan hukum yang adil dan manusiawi.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur penerimaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar telah dilaksanakan secara sistematis dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur tersebut terdiri atas sepuluh tahapan utama, mulai dari verifikasi dokumen hingga perhitungan tanggal berakhirnya masa pidana, yang bertujuan menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta pemenuhan hak narapidana sejak awal masa pidana. Pelaksanaan prosedur penerimaan narapidana juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling), yang tercermin dalam perencanaan administrasi, pembagian tugas antarpetugas, pelaksanaan prosedur secara berurutan, serta pengawasan melalui pencatatan dan validasi berjenjang. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala, seperti penumpukan berkas administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dengan instansi eksternal khususnya Pengadilan Tipikor di Surabaya karena jarak yang cukup jauh, serta keterbatasan fasilitas medis, yang berpotensi memengaruhi efisiensi pelaksanaan prosedur penerimaan narapidana.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan adanya penguatan kapasitas kelembagaan di Lapas Kelas IIB Blitar melalui penambahan sumber daya manusia pada bagian registrasi, peningkatan koordinasi administratif dengan instansi eksternal, serta penerapan sistem prioritas pengelolaan berkas berdasarkan urgensi, terutama pada periode sibuk seperti menjelang hari raya. Selain itu, peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan dasar bagi narapidana baru perlu menjadi perhatian untuk mendukung prinsip pemasyarakatan yang berperikemanusiaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan periode penelitian yang relatif singkat, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji prosedur penerimaan narapidana pada lebih dari satu lembaga pemasyarakatan atau menggunakan pendekatan komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas prosedur penerimaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
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